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INTISARI

Kegiatan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum yaitu
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah, dan
tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan kepentingan umum pada prinsipnya
melibatkan pihak instansi pemerintah yang membutuhkan tanah, pemilik
tanah yang bersangkutan, pemilik tanah bersebelahan dan sekitarnya.
Tetapi, kegiatan pengadaan tanah dalam pelaksanaannya sering
menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
antara lain masyarakat tidak mau melepaskan tanahnya, ganti rugi tidak
sesuai, dan panitia tidak melaksanakan ketentuan peraturan sebagaimana
mestinya.

Begitupula halnya dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan Tempat Pekuburan Umum di Desa Urimessing Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon. Kegiatan pengadaan tanah dimaksud tidak dapat
dikatakan sesuai dengan peraturan dengan melihat bahwa ganti rugi telah
diberikan kepada pemilik tanah, namum harus dilihat juga dari
pelaksanaan peraturan pengadaan tanahnya dalam setiap tahapan
kegiatan pengadaan tanah. Dengan demikian perlu diteliti pelaksanaan
kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Tempat Pekuburan Umum
berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Keppres No. 55/1993 jo.
PMNA/KBPN No. 1/1994.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
angket, sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik tanah yang
terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat
Pekuburan Umum, instansi pemerintah yang membutuhkan tanah dalam
hal ini Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon, dan instansi terkait
lainnya. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu komparasi
kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan terhadap lima tahapan kegiatan
pengadaan tanah yang diteliti disimpulkan bahwa pelaksanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan Tempat Pekuburan Umum di Desa
Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon belum seluruh tahapannya
sesuai dengan Keppres No. 55/1993 jo. PMNA/KBPN No. 1/1994. Oleh
karena itu pada masa yang akan datang pelaksanaan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum perlu memperhatikan materi peraturan yang
ditetapkan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus dan

berkesinambungan sampai dengan era reformasi sekarang ini, baik

yang bersifat fisik maupun non fisik, pada dasarnya untuk mewujudkan

tujuan Pembangunan Nasional.

Pembangunan yang bersifat fisik dalam bentuk pembangunan

fasilitas umum dapat berupa fasilitas pendidikan, Tempat Pekuburan

Umum dan Iain-Iain. Kesemuanya itu memerlukan tanah sebagai

wadah kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.

Sebagai konsekuensi dengan meningkatnya pembangunan

meningkat pula kebutuhan akan tanah. Tanah dalam pengertian ruang

atau permukaan bumi merupakan sumberdaya alam yang mempunyai

arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan, karena sebagian

besar aktivitas hidup manusia berlangsung diatas tanah. Perlu diingat

bahwa, tanah yang langsung dikuasai oleh negara sangat terbatas,

bahkan untuk daerah yang padat penduduknya sudah tidak ada lagi,

yang ada saat ini hanyalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat.

Nilai strategis tanah tersebut, cenderung memposisikan tanah

sebagai sumber konflik dimasyarakat. Menghadapi kondisi seperti ini,

pemerintah berupaya menetapkan kebijakan pemanfaaan ruang



sebagai proses pembangunan serta diupayakan adanya peran serta

masyarakat didalam penyediaan tanah atau kegiatan mengambil tanah

oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum. Inilah yang kemudian didalam Pasal 1 Keputusan

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang telah disempurnakan dengan

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 disebut Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selanjutnya Peraturan Presiden tersebut belum dapat dilaksanakan,

karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih

lanjut.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 menentukan tiga

kriteria bagi suatu kegiatan yang dikategorikan sebagai kepentingan

umum, yaitu dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah, tidak

digunakan untuk mencari keuntungan.

Secara jelas gambaran pertimbangan pemerintah dalam

penetapan Keputusan Presiden tersebut dinyatakan dalam konsideran

menimbang sebagai berikut:

a. bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan
berbagai fasilitas untuk kepentingan umum, memerlukan
bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu
dilakukan dengan sebaik-baiknya;

b. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan
dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan
manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang
sah atas tanah;

c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pengadaan tanah
untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang
seimbang dan untuk tingkat pertama ditempuh dengan cara



musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas
tanah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dengan pertimbangan

Menteri Dalam Negeri, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994

tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun

1993. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum.

Berpedoman pada konsideran menimbang Keputusan Presiden

Nomor 55 Tahun 1993, maka pelaksanaan pengadaan tanah di

masing-masing daerah perlu diperhatikan. Salah satu kegiatan

pengadaan tanah yang dilaksanakan di daerah yaitu di Kota Ambon

adalah kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Tempat

Pekuburan Umum. Kota Ambon merupakan salah satu daerah yang

baru saja kondusif dari konflik kemanusiaan yang terjadi beberapa

tahun lalu, sehingga peningkatan perbaikan dan pemulihan

pembangunan kota terus ditingkatkan dan dilaksanakan. Tempat

Pekuburan Umum di Kota Ambon merupakan komponen utama siklus

kehidupan yang memberi jaminan hak hidup dan hak mati tanpa

terkecuali kepada Warga Kota. Artinya, hak hidup bagi mereka yang

hidup dalam mempertahankan hidupnya haruslah menjaga kesehatan

sehingga orang yang telah mati hams dimakamkan. Sedangkan hak

mati bagi mereka yang mati, dimana manusia sebagai makhluk



bermatabat, maka hams ada prosesi penghormatan terhadap orang

mati yaitu dimakamkan. Disamping sebagai siklus kehidupan, Tempat

Pekuburan Umum memiliki nilai ekologis (daerah resapan air, paru-paru

kota), nilai estetis (kota layak huni) dan nilai edukatif (sejarah Kota,

ziarah spiritual).

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Tempat

Pekuburan Umum di Kota Ambon dilakukan mengingat jumlah Tempat

Pekuburan Umum di Kota Ambon belum sebanding dengan tingkat

kematian penduduk. Artinya Tempat Pekuburan Umum yang ada telah

penuh disebabkan tingkat kematian penduduk yang begitu tinggi pasca

konflik kemanusiaan di Kota Ambon.

Disamping itu lokasi yang strategis memungkinkan pemerintah

Kota Ambon untuk membangun Tempat Pekuburan Umum bam

dengan melakukan penataan ulang tata ruang dan manajemen

pemakaman Kota Ambon pasca konflik beberapa tahun lalu. Namun

pelaksanaan pengadaan tanah tersebut masih menemui kendala-

kendala dalam hal pemberian ganti kerugian yang belum disetujui oleh

pemegang hak atas tanah.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian sampai sejauh

mana Keputusan Presiden tersebut dilaksanakan didalam praktek,

karena sampai saat ini masih adanya protes pihak masyarakat pemilik

tanah terhadap pembelian tanah oleh pihak pemerintah yang tidak

sesuai dengan cara pembayaran ganti kerugian yang ditetapkan atas



dasar nilai nyata atau sebenarnya, bahkan dilakukan tidak melalui

musyawarah dengan motif pembangunan untuk kepentingan umum.

Sehubungan dengan itu, penulis mengambil Kota Ambon

sebagai lokasi penelitian, karena dari hasil pra penelitian dan

berdasarkan informasi dari aparatur Kantor Pertanahan Kota Ambon

bahwa di Kota Ambon telah dilakukan Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Tempat Pekuburan Umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Tempat

Pekuburan Umum dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat

itu yakni, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum.

Dengan demikian penting dilakukan penelitian mengenai

pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Tempat

Pekuburan Umum di Kota Ambon, apakah telah sesuai berdasarkan

ketentuan yang terdapat didalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun

1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan



Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul : "PELAKSANAAN PENGADAAN

TANAH BAGI PEMBANGUNAN TEMPAT PEKUBURAN UMUM DI

KOTA AMBON"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Tempat

Pekuburan Umum di Kota Ambon sesuai dengan Keputusan

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994

tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55

Tahun 1993?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan

tanah bagi pembangunan Tempat Pekuburan Umum di Kota

Ambon?

3. Upaya-upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi kendala

pelaksanaan pengadaan tanah tersebut?



C. Batasan Penelitian

Berkaitan dengan keterbatasan penulis dalam hal kemampuan

penelitian dan pengalaman, maka perlu diadakan pembatasan

penelitian yang memungkinkan penelitian ini lebih jelas mengenai

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis membatasi

obyek penelitian pada kegiatan-kegiatan : (1) Penyuluhan, (2)

Inventarisasi, (3) Pengumuman hasil inventarisasi, (4) Musyawarah

penetapan besar ganti kerugian, dan (5) pemberian ganti kerugian.

Penelitian dilakukan di Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota

Ambon.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan

dari penelitian ini, yaitu :

a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah

bagi pembangunan Tempat Pekuburan Umum di Kota Ambon

dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo. Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 1994.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi

dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan

Tempat Pekuburan Umum tersebut.



8

c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah ditempuh dalam

mengatasi kendala pelaksanaan pengadaan tanah bagi

pembangunan Tempat Pekuburan Umum tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, maka harapan penulis agar

hasil penelitian ini dapat:

a. Menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan

bekal dalam mengemban tugas di bidang pertanahan mengenai

kegiatan pengadaan tanah.

b. Memberikan alternatif pemecahan dalam kegiatan pelaksanaan

pengadaan tanah.

c. Menambah khasanah pemikiran berupa tulisan kepada Sekolah

Tinggi Pertanahan Nasional mengenai kegiatan pelaksanaan

pengadaan tanah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data hasil penelitian dan

pembahasan terhadap kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi

pembangunan Tempat Pekuburan Umum di Desa Urimessing

Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Tempat Pekuburan

Umum di Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Provinsi Maluku yang dilaksanakan lewat beberapa tahapan seperti

yang dijelaskan, tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55

Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994.

2. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan tanah bagi

pembangunan Tempat Pekuburan Umum di Desa Urimessing

Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku adalah

timbulnya sengketa tanah antara pemilik tanah dengan pemerintah

Desa Amahusu yang terjadi pada saat proses pelaksanaan

pengadaan tanah berlangsung. Segketa tanah tersebut sampai

sekarang masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Ambon.

Sedangkan anggapan dasar mengenai ganti rugi yang diberikan

71
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belum sesuai, sehingga pemilik tanah enggan melepaskan tanahnya

dan keterbatasan dana dari pemerintah, tidak terbukti.

3. Sebagai langkah atau upaya untuk meminimalkan kendala yang

dihadapi, panitia pengadaan tanah melakukan penelitian dan

pemeriksaan tanah lebih lanjut lewat tim koordinasi. Hasil penelitian

dan pemeriksaan tanah membuktikan tanah tersebut milik Nyonya

Amelia Like Andries dan tidak terdapat tumpang tindih peruntukkan.

Lokasi tersebut akan terjadi alih penggunaan tanah dari tanah

pertanian menjadi Tanah Pekuburan Umum, sehingga kepentingan

pihak ketiga di lokasi yang dimohon tidak ada.

B. Saran-Saran

Dalam kesempatan ini penulis akan memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Panitia pengadaan tanah Kota Ambon, disarankan supaya dapat

melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang ditetapkan,

sehingga kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih

baik dimasa mendatang.

2. Diperlukan pengetahuan di bidang pertanahan dan waktu secara

lebih baik serta koordinasi oleh aparat pelaksana dalam melakukan

penelitian dan pemeriksaan serta inventarisasi bidang tanah agar

tidak terjadi sengketa kepemilikan, setelah dikeluarkannya Surat

Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberian Penetapan Lokasi.
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Panitia diharapkan untuk tidak mempercepat proses pengadaan

tanah, tanpa memperhatikan materi peraturan yang ditetapkan.

3. Disarankan kepada panitia pengadaan tanah Kota Ambon agar lebih

memperhatikan prinsip penghormatan kepada pemegang hak atas

tanah yang bersangkutan, pemegang hak atas tanah yang

bersebelahan dan sekitarnya terutama yang berkaitan dengan

pemanfaatan dan penggunaan tanahnya. Disamping itu panitia perlu

memperhatikan dampak penting terhadap kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta tokoh masyarakat

dalam kegiatan pembangunan dimaksud, serta mencermati

ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan peyuluhan dan

pengumuman hasil inventarisasi.
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